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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa penelitian Prioritasi Lokasi Penyediaan Lahan Dalam 
Upaya Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan di Kota Malang, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Berdasarkan data yang dihimpun, menunjukkan bahwa ketersediaan lahan ruang 
terbuka hijau publik adalah sebesar 1.634,35 Ha, dimana luasan RTH Publik sebesar 
1.379,47 Ha dan luasan potensi lain berupa sempadan seluas 254,88 Ha atau jika 
dihitung hanya memenuhi 14,71% dari 20% kebutuhan RTH Publik kota. Sehingga 
untuk memenuhi ketentuan RTH Publik sebesar 20% dari luasan kota sebesar 2.221,6 
Ha, maka Kota Malang masih membutuhkan tambahan 5,29%  RTH atau sebesar 
587,25 Ha. Demikian pula apabila standar pemenuhan RTH tersebut diukur melalui 
kebutuhan perkapita. Berdasarkan jumlah penduduknya, maka Kota Malang masih 
memiliki kekurangan RTH sebesar 668,99 Ha. Penjabaran hasil sebagai berikut: 
a. RTH di Kota Malang 78.7% didominasi oleh makam, disusul dengan 7.1% 
merupakan sempadan sungai, 5.4% berupa sempadan SUTT, 2.7% merupakan 
jalur hijau, 1.6% sempadan mata air, 1.2% berupa median jalan, 1.1% sempadan 
rel KA, 1% Taman kota, 0.5% berupa Taman lingkungan serta 0.4% merupakan 
PSU dan hutan kota. Dari pembagian tersebut terlihat bahwa pada dasarnya, 
pembagian RTH berdasarkan klasifikasi jenisnya belum proporsional. 
b. Kota Malang memiliki total luasan lahan kosong sebesar 264,94 Ha. Ditambah 
dengan aset tanah Pemerintah Kota Malang yang dapat dikembangkan seluas 
46,87 Ha. Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa luasan lahan kosong yang 
teridentifikasi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan RTH publik perkotaan. 
2. Untuk menilai potensi lahan, dokumen RAKH mencantumkan 8 kriteria yang dapat 
dijadikan acuan dalam penyediaan RTH publik, yaitu (i) luasan lahan, (ii) hierarki 
jalan, (iii) kedekatan terhadap pusat kegiatan, (iv) pengawasan stakeholder terkait, 
(v) fungsi lahan, (vi) lokasi kepada kawasan perkotaan, (vii) status lahan, dan (viii) 
komposisi ruang hijau. Untuk mendapatkan hasil yang objektif, dilakukan penilaian 
berdasarkan kondisi fisik lahan dengan melakukan observasi lapangan. Berdasarkan 




a. Berdasarkan penyaringan pertama terhadap kriteria lahan, terdapat sebaran 66 
lahan kosong pada 6 BWP yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai 
RTH di Kota Malang. Secara rinci, BWP Malang Barat memiliki 3 titik dengan 
luasan sebesar 2,01 Ha. BWP Malang Tenggara memiliki 13 titik dengan luasan 
sebesar 25,65 Ha. BWP Malang Timur juga memiliki 13 titik dengan luasan lebih 
rendah yaitu sebesar 13.16 Ha. BWP Timur Laut memiliki 22 titik dengan luasan 
sebesar 38,15 Ha. BWP Malang Utara memiliki 12 titik dengan luasan sebesar 
22,07 Ha. Terakhir, BWP Malang Tenggara memiliki 3 titik dengan luasan 
sebesar 25,06 Ha.  
b. Lahan potensial tersebut kemudian diobservasi secara lebih mendetail 
berdasarkan kriteria yang terdapat pada dokumen RAKH. Beberapa temuan yang 
ada pada pengamatan ini, antara lain adalah :  
1) Luas minimum lahan potensial RTH memiliki presentase sebesar 40.9% 
lahan dengan luas (5.000 m2 <  Luas lahan  < 9.000 m2), dilanjut 30.3% lokasi 
lahan (9.000 m2 < Luas lahan < 24.000 m2), dan 28.8% luas lahan  ( > 24.000 
m2). 
2) Aksesibilitas RTH sebaran presentasenya adalah 54.5% hiraki jalan lokal, 
dilanjut 9.09% hirarki jalan kolektor, dan 36.4% hirarki jaringan jalan arteri.  
3) Kedekatan RTH terhadap pusat kota presentasenya adalah 16.7% lokasi lahan 
berada pada Jarak > 7 km dari pusat kota, dilanjut 72.7% berada pada (3,5 < 
Jarak < 7 km) dari pusat kota, dan 10.6% terletak pada jarak < 3,5 km  dari 
pusat kota 
4) Pengawasan stakeholder terkait memiliki  presentase 54.5% pengawasan 
tujuan, dilanjut 33.3% pengawasan standar, dan 12.1% merupakan 
engawasan sistem evaluasi 
5) Fungsi lahan memiliki total 100% lahan potensial merupakan arahan lahan 
kawasan budidaya yang memiliki nilai yang sama. 
6) Lokasi pada kawasan perkotaan  sebaran presentasenya adalah 47.0% (Jarak 
> 1.000 m) dari pusat kawasan perkotaan, dilanjut 36.4% (Jarak 500 m-1.000 
m), dan 16.7% (Jarak < 500 m) dari pusat kawasan perkotaan. 
7) Berdasar parameter status lahan maka presentasenya adalah 57.6% lahan 
milik pribadi, dilanjut 28.2% merupakan lahan selain aset pemerintah & lahan 




8) Komposisi ruang hijau memiliki nilai 100% lahan potensial merupakan 
memenuhi kaidah koefisien hijau untuk RTH. 
3. Berdasarkan pendapat para ahli yang didapatkan dari hasil pengolahan data terhadap 
kuesioner AHP, maka secara runtut, kriteria terpenting dalam mengasses pontensi 
lahan untuk pembangunan RTH adalah : status lahan dengan bobot 0.374, fungsi 
lahan (0.203), aksesibilitas RTH (0.096), lokasi pada kawasan perkotaan (0.096), 
kedekatan terhadap pusat kegiatan (0.072), luas minimum RTH (0.058), komposisi 
lansekap ruang hijau (0.058) dan pengawasan stakeholder terkait (0.044). Walaupun 
para ahli memiliki pendapat berbeda pada masing-masing variabel, urutan pertama 
kriteria terpenting pada masing-masing kuesioner adalah variabel status lahan. Hasil 
dari pembobotan yang diberikan oleh ahli, menjadi pengali terhadap nilai yang 
didapatkan dari observasi. Sehingga diperoleh nilai untuk masing-masing variabel 
pada masing-masing lokasi potensial. Nilai variabel tersebut kemudian ditambahkan 
untuk mendapatkan skor akhir dari masing-masing lahan potensial. Sehingga dapat 
dibuat peringkat untuk menentukan lahan mana yang seharusnya menjadi fokus 
dalam pembangunan RTH. 
4. Untuk mendapatkan kelompok-kelompok prioritas pembangunan, digunakan metode 
Sturges yang mengklasifikasikan nilai berdasarkan kelas interval. Dari hasil 
penghitungan rumus sturges, maka diketahui hasil sebagai berikut: 
a. Secara perhitungan, objek dalam penelitian ini dapat terbagi kedalam 7 kelas 
prioritas. Lokasi yang berada pada kelas interval 1 merupakan lokasi paling 
strategis untuk pengembangan RTH, sehingga prioritas akuisisi dapat dilakukan 
sesegera mungkin. Sebaliknya, lokasi yang berada pada kelas interval 7 
merupakan lokasi yang kurang strategis bagi pembangunan RTH.  
b. Berdasarkan klasifikasi berdasarkan kelas interval, lahan dengan kategori 
prioritas I untuk pembangunan RTH adalah TA-A-Tlogomas dan TA-A 
Pandanwangi. Pada Prioritas 2 terdapat 8 lahan, yaitu MTG- Bumiayu-2, MTL-
Arjosari-2, MU-Dinoyo-1, TA-Merjosari, TA-Tungulwulung, TA-B-Lesanpuro, 
TA-C-Tlogowaru dan TA-D-Tlogowaru. Prioritas 3 juga memiliki jumlah lahan 
potensial sebesar 8 titik. Prioritas 4 memiliki jumlah lahan potensial sebesar 10 
titik, sama dengan prioritas 5 yang juga memiliki jumlah lahan potensial sebesar 
10 titik. Prioritas 6 memiliki jumlah 12 titik lahan potensial. Sisanya sebanyak 




Jumlah lahan kosong potensial untuk dapat dikembangkan menjadi RTH publik di 
Kota Malang adalah sebesar 126,1 Ha atau setara 1,14% jika dihitung berdasar wilayah 
perkotaan. Dengan adanya pernambahan tersebut, maka total pemenuhan RTH di Kota 
Malang dapat diasumsikan berada pada angka 15,85%. Oleh karena itu, masih 
dibutuhkan 4.15% atau setara 461.15 Ha agar luasan RTH publik perkotaan mencapai 
presentase 20% wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
5.2 Saran 
5.2.1 Pemerintah 
1. Karena telah menggunakan kriteria yang selaras dengan dokumen RAKH, 
rekomendasi prioritas lahan potensial yang terdapat pada penelitian ini dapat 
digunakan sebagai salah satu acuan dalam membuat arahan pengembangan RTH 
Publik di Kota Malang. 
2. Memperbaharui kriteria dan landasan teori mengenai lahan potensial RTH Publik. 
Perlu adanya kajian ulang syarat kriteria lahan ideal secara lebih mendetail, sehingga 
lahan yang diakuisi dapat berfungsi efektif dan efisien untuk pemenuhan RTH di 
Kota Malang dan tidak berpotensi untuk menimbulkan permasalahan di kemudian 
hari, 
3. Menyikapi persoalan kurangnya luasan RTH publik dan ketersediaan lahan kosong 
yang tidak memadai, pemerintah perlu merumuskan langkah langkah kreatif dalam 
pemenuhan RTH Publik di Kota Malang. 
5.2.2 Akademisi 
Terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan pada penelitian ini. Adapun 
kelemahan tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Variabel yang digunakan untuk penelitian ini perlu untuk dikaji secara lebih 
mendalam. Karena mengacu pada dokumen RAKH, variabel dapat bersifat tidak 
universal dan menjadi tidak ideal untuk diimplementasikan di lokasi lainnya. 
2. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak dibahas secara rinci mengenai 
rekomendasi penyediaan sesuai jenis RTH, oleh karena itu diperlukan penelitian 
lebih lanjut mengenai penyesuaian jenis rencana RTH yang dipilih, maka dari itu 
kriteria, bobot, maupun nilai sampai stakeholder/expert yang digunakan pasti 
berbeda dengan yang telah dicantumkan dalam penelitian. 
